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  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik 

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4450);                                   

  3. 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 ten-

tang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);                                    

 

 

 

 

 4. 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 

tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pe-

milihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ 

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 786); 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Ta-

hun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Orga-

nisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);2 

 

7. Peraturan… 
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  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) 

sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1505); 

  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 

443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

ENDE TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

(SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

(SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

ENDE 

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende yang 

selanjutnya disingkat SATGAS SPIP KPU Kabupaten Ende;3                                                                               

   

   

 

KEDUA… 
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KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU keputusan ini terdiri atas: 

1. Pengarah dijabat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Ende; 

2. Penanggungjawab dijabat oleh Sekretaris Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Ende; 

3. Ketua dijabat oleh Kasubag Hukum Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Ende; 

4. Tim Kerja dijabat oleh personil yang telah mendapatkan 

diklat SPIP; 4 

5. Sekretariat dijabat oleh Staf  pada Sub Bagian Hukum 

dan Sumber Daya Manusia, Sub Bagian Teknis, Sub 

Bagian Umum, Keuangan dan Logistik serta Sub Bagian 

Perencanaan Program dan Data pada Sekretariat KPU 

Kabupaten Ende. 5   

KETIGA 

 

: Tugas Tim SATGAS SPIP KPU Kabupaten Ende 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

keputusan ini antara lain: 

1. Pengarah bertugas untuk menyusun kebijakan 

penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan 

penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, 

kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; 

2. Penanggungjawab bertugas membantu dalam menga-

rahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan 

SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk 

menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP; 

3. Ketua bertugas untuk menyusun rencana tindak dan 

jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta 

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja; 

4. Tim Kerja bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan 

SPIP di unit kerja tim, menyusun rencana kerja tim 

serta membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu 

kegiatan penyelenggaraan SPIP; 

5. Sekretariat bertugas untuk mengelola administrasi, 

keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan 

SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP. 

 

KEEMPAT… 
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